BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR § TAHUN 2023
TENTANG
PEM;IERDAYMN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

|
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARRU,

Menimbang: a. bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan
engeluarkan pendapat merupakan bagian dari Hak Asasi
anusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

b. bahwa organisasi kemasyarakatan memiliki peranan dalam
pémbangunan Kabupaten Barru sehingga perlu dilakukan
pemberdayaan dalam rangka meningkatkan ruang
ertisipasi masyarakat dalam pembangunan Daerah;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013
tel_ntﬂng Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-
Undang, Pemerintah Daecrah melakukan pemberdayaan
Organisasi Kemasyarakatan untuk meningkatkan kinerja
dan  menjaga  keberlangsungan  hidup  Organisasi
Kemasyarakatan;
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam hurufl a, huruf b dan hurul ¢, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Organisasi
Bliemasya.rakatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
I!t:udﬂnesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

o+ LBndang—Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran
I‘ch,ara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6139);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
bLbcrapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Leémbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang
Frllaksalman Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5958);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang
Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara
chpublik Indonesia Nomor 6133);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017
!tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi
I(Jrganisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1052);

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Dperah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan ‘ Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan |yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

4. Bupati adalah Bupati Barru.

5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
dalam negeri.

6. Dewan Pcrwaklilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara I{*emeriniahan Daerah.

7. Peraturan Daerah, selanjutnya disebut Perda, adalah Peraturan Daerah
Kabupaten Barru.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang seclanjutnya disingkat
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru
merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah vang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Dacrah dan DPRD dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

3 fih



10.

11

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

(1)

Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang membidangi urusan
kesatuan bangsa dan politik.

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah
organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masvarakat secara sukarela
berdasarkan r(esamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan,
kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi
tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan
Pancasila.

Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar
Ormas.

Anggaran Rumah Tangga vang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan
vang dibentuk sebagai penjabaran AD Ormas.

Pemberdayaan Ormas adalah upaya untuk meningkatkan kinerja dan
menjaga keberlangsungan Ormas dengan menciptakan kondisi yang
memungkinkan Ormas dapat tumbuh berkembang secara sehat, mandiri,
akuntabel, dan professional.

Surat Keterangan Terdafltar vang selanjutnya disingkat SKT adalah
dokumen yané_ diterbitkan oleh Menteri yang menyatakan Ormas tidak
berbadan hukﬁm telah terdafiar pada administrasi pemerintahan;
Pendaftaran proses pencatatan terhadap Ormas yang tdak
berbadan hulq.lm untuk pencatatan dalam administrasi pemerintahan
dengan persyaratan tertentu untuk diberikan SKT oleh Pemerintah yang
diselenggarakan oleh Menteri.

Sistem Informasi Ormas yang selanjutnya disebut SIORMAS adalah
seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, sumber daya manusia,
dan teknologi yang saling berkaitan dan dikelola secara terintegrasi yang
berguna untuk mendukung manajemen pelayanan publik dan tertib
administrasi.

Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar
kinerja Ormas |b¢rjalan sesuai dengan tujuan dan fungsi Ormas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Har adalah hari kerja.

Pasal 2
Pemberdayaan Ormas dilaksanakan berdasarkan asas:
a. asas keadilan;
b. asas persamaan kedudukan di dalam hukum;



. asas perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia;
. asas keterbukaan;

. asas cfisienst;

™ 0O O 0

asas efektivitas: dan
g. asas akuntabilitas.

(2) Asas Ormas t_&da.k bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Nﬂgara‘ Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Pemberdavaan Ormas bertujuan untuk:

b
c.
d

o

meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;

. memberikan pelayanan kepada masyarakat;

menjaga nilai dgama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

. melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang

hidup dalam masvarakat;

melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;

menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
dan |

mewujudkan lli'tjl.la.n negara.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.

[ -

asas, ciri, dan sifat;

. bentuk dan fungsi;

hak, kewajiban dan larangan;

. pendaftaran dan pelaporan;

pemberdayaan Ormas;
sistem hfonna&l,i Ormas;
pelaporan kegiatan;
pembinaan dan pengawasan;
pembiayaan; dan

sanksi. |



BAB 11
CIRI DAN SIFAT
Pasal 5
Ormas dapat meJacantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan
cita-cita Ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 6

Ormas bersifat sulkarcla. sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis.

BAB III
BENTUK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
| Bentuk
Pasal 7
(1) Ormas dapat ﬁerhentuk:
a. badan hukL’nm; atau
b. tidak berba;,dan hukum.
(2) Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
a. berbasis anggota; atau
b. tidak berbasis anggota.

| Pasal 8

(1) Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)
huruf a dapat berbentuk:
a. perkumpulilan; atau
b. yayasan.

(2) Ormas berbadan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a didirikan dengan berbasis anggota.

(3) Ormas berbadan hukum yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b didirikan dengan tidak berbasis anggota.

| Pasal 9
(1) Ormas tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1) huruf b d&}l'Jat memiliki struktur kepengurusan berjenjang atau tidak
berjenjang. |
(2) Mekanisme struktur kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dalam AD/ART Ormas.
6 é h_/



(3) Tata laksana pelaksanaan Ormas tidak berbadan hukum dilaksanakan
sesuai dengan AD/ART Ormas.

Bagian Kedua
‘ Fungsi

Pasal 10
Ormas berfungsi sebagai sarana:
a. penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan
organisasi;
b. pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan
organisasi;

c. penyalur aspirasi masyarakat;

d. pemberdayaan masyarakat;

e. pemenuhan pelayanan sosial;

f. partisipasi madsyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat

persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau

g. pemelihara d‘in pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

h. mengembangkim kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi
dalam kehidupan bermasyarakat;

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Hak
Pasal 11
Ormas berhak: |

a. mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan
|

terbuka; |

b. memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambang
Ormas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

c. memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi;
melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi;

e. mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan

organisasi; dan
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f. Melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah,
swasta, ormas lain dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan

keberlanjutan organisasi.

‘ Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 12

Ormas berkewajiban:

a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi;

b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

c. memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta
memberikan manfaat untuk masyarakat,;

d. menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat;

e. melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel; dan

berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.

Bagian Ketiga
Larangan
Pasal 13

Ormas dilarang:

a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan
nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;

b. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau
lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera
Ormas;

c. menggunakan |nan'1a, lambang, bendera, atau tanda gambar yang
mempunyai pﬁilrsamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan
nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai
politik;

d. menerima dari| atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan
dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan kélentuan peraturan
perundang-undalangan:

e. mengumpulkan dana untuk partai politik;

f. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau

golongan;
|
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g- melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama
yang dianut di Indonesia;

h. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban
umum, atau n’lmrusak fasilitas umum dan fasilitas sosial;

i. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang pencgak hukum
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

j. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang
mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan
narna, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau
organisasi terlarang;

k. melakukan k&giatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara
Kesatuan Rept?hljk Indonesia; dan

. menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang
bertentangan dengan Pancasila.

BAB V
PENDAFTARAN DAN PELAPORAN
| Pasal 14

(1) Pendaftaran Ormas berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum dilakukan dengan
pemberian surat keterangan terdaftar.

(3) Ormas yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum sebagaimana
dimaksud pada avat (1) dan ayvat (2) melaporkan pelaksanaan kegiatan
kepada Perang]J:at Daerah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pendaftaran ormas tidak
berbadan huki!.zm dan pelaporan ormas berbadan hukum diatur dalam
Peraturan Bupati.

BAB VI
PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN ORMAS
| Bagian Kesatu
Umum
Pasal 15
(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan Pemberdayaan Ormas melalui:
a. fasilitasi kebijakan;
b. penguatan kapasitas kelembagaan; dan



c. peningkatan kualitas sumber daya manusia.

(2) Pemberday Ormas scbagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

terhadap Ormas yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. berbadan hukum dan tidak berbadan hukum;

b. memiliki program yang selaras dengan program perencanaan
pembangunan daerah dan tercantum dalam AD Ormas; dan

c. memiliki tujuan dan program kegiatan vang tidak bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Pemberdayaan Ormas dilakukan dengan menghormati  dan
mempertimb ! gkan aspek sejarah, rekam jejak, peran, dan integritas
Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Bagian Kedua
Fasilitasi Kebijakan
‘ Pasal 16

Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1)

dilaksanakan melalui:

a. Pemerintah Daerah dapat melakukan pemberdayaan ormas melalui
fasilitasi kchiji:akan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan
kualitas sumber daya manusia.

b. mengikutsertakan Ormas dalam setiap pembahasan produk hukum daerah
vang terkait dengan Ormas.

|
Bagian Ketiga
Penguatan Kapasitas Kelembagaan
Pasal 17

Penguatan i{apasitas Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

ayat (1) huruf b dsipat dilaksanakan melalui:

penguatan kapasitas organisasi;

penyediaan data dan informasi;

pengembangan kemitraan;

dukungan keahlian, program, dan pendampingan;

penguatan kepemimpinan dan kaderisasi;
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pemberian penghargaan; dan/atau
penelitian dan pengembangan.
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| Paragraf 1

. Penguatan Kapasitas Organisasi
Pasal 18
(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penguatan kapasitas organisasi
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a melalui kegiatan:
a. penyuluhan; |
b. pendidikan;
c. pelatihan;
d. pendampingan; dan/atau
e. pengukuran lpdeks kinerja Organisasi.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penguatan kapasitas organisasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Penyediaan Data dan Informasi
Pasal 19
(1) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah dalam pengelolaan
data dan informasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
(2) Penyediaan Data dan informasi dilakukan melalui kegiatan inventarisasi
Ormas yang berbadan hukum dan Ormas yang tidak berbadan hukum
yang terdaftar pada Perangkat Daerah.

‘ Paragraf 3
Pengembangan Kemitraan dan Kerja Sama
Pasal 20
(1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengembangan kemitraan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf ¢ dengan Ormas yang
berkedudukan djl Daerah.
(2) Pengembangan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui:
a. forum kemitraan;
b. festival;
c. pendidikan politik; dan/atau

d. sosialisasi, diseminasi, dan asistensi.
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Pasal 21

(1) Ormas dapat melakukan kerja sama dengan Ormas lainnya, masyarakat,
dan swasta dan/atau Pemerintah.

(2) Kerja sama sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh
Perangkat Daerah.

(3) Kerja sama sel::agahna,nﬂ dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan
untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan kemandirian Ormas
dalam icehidup!t‘m bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

(4) Kerja sama seébagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat
berupa:

a. program;
b. bantuan; dan
c. dukungan operasional organisasi.

(5) Kerja sama Ormas scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesual dengan prinsip kemitraan, kesetaraan, kebersamaan, dan saling
menguntungkan.

(6) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja sama sebagaimana
dimaksud pada' pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupat

|
Paragraf 4
Dukungan Keahlian, Program, dan Pendampingan
Pasal 22

(1) Pemerintah Da¢rah dapat memberikan dukungan keahlian, program, dan
pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d kepada
Ormas vang berkedudukan di Daerah.

(2) Dukungan keahlian scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilaksanakan t;'luleh Perangkat Daerah dan/atau bekerjasama dengan
perguruan tinggi.

(3) Dukungan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
pelaksanaan pr!{}g,ram Perangkat Daerah yang dikerjasamakan dengan
Ormas.

(4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
terhadap:

a. penguatan legalitas kelembagaan;

b. manajemen organisasi;
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¢. manajemen sumber daya manusia;
d. pengelolaan keuangan; dan/atau

e. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi.
|

Paragral 5
L’enguamn Kepemimpinan dan Kaderisasi
| Pasal 23
(1) Untuk menjaga keberlangsungan hidup Ormas secara berkelanjutan,
Pemerintah Daerah dapat melakukan penguatan kepemimpinan dan
kaderisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, terhadap
pengurus dan anggota Ormas yang berkedudukan di Daerah.
(2) Penguatan kepemimpinan dan kaderisasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Paragraf 6
| Pemberian Penghargaan

Pasal 24
(1) Pemerintah DLerah dapat memberikan penghargaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 huruf f, kepada Ormas dengan ketentuan;
a. berprestasi memiliki kontribusi dalam percepatan pembangunan
Daerah; dan
b. menjaga keutuhan serta kerukunan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam
bentuk:
a. piagam /sertifikat;
b. program kerja sama dengan Pemerintah Daerah;
¢. bantuan pen:*anaan; dan/atau
d. bentuk penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
pcrundang~ur+dangan.
(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai
kemampuan k&ﬂanga.n daerah.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Ormas berprestasi dan memiliki
kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam
Peraturan Bupaﬁ-
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Pasal 25
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 7
Penelitian dan Pengembangan

Pasal 26
(1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kegiatan penelitian dan
pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g yang
mendukung pémbanm.man Daerah.
(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap Ormas
dalam bentuk: |
a. dukungan pendanaan;
b. penyediaan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian dan
pengembangan;
c. asistensi, advokasi, atau konsultansi;
d. kemudahan berizinan penelitian dan pengembangan; dan/atau
¢. kemudahan akses terhadap fasilitas yang dikelola oleh Pemerintah
Daerah.

Bagian Keempat
Peéningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Pasal 27

(1) Peningkatan l-ﬂ.JaJitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (1) huruf ¢ dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan
pelatihan.

(2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
terhadap pengurus dan anggota Ormas.

(3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan terhadap aspek kepemimpinan, fungsional, dan/atau teknis
operasional. |

(4) Pendidikan d pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan BI

(5) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatthan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang melaksanakan tugas

| 14 /{ﬁ"
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dan fungsi di bidang pengembangan sumber daya manusia dan/atau
bekerjasama déngan perguruan tinggi.

BAB VI
SIORMAS
Pasal 28
(1) Pemerintah Daerah mengelola sistem informasi untuk meningkatkan
pelayanan publik dan tertib administrasi melalui SIORMAS.
(2) SIORMAS sebahaimana dimaksud pada ayat (1), terintegrasi dalam Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 29

(1) Pemerintah Daerah dalam mengelola SIORMAS secbagaimana dimaksud
dalam Pasal Sﬂiayat (1) bertanggung jawab menyimpan dan mengamankan
data dan informasi Ormas vang diajukan kepada Menteri.

(2) Pengamanan data dan informasi Ormas sebagaimana pada ayat (1)
dilakukan untuk menjamin:
a. tetap tersedial dan terjaga keutuhannya; dan
b. terjaga kerah'rsiaannya.

(3) Pengamanan data dan informasi Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus dilakukan dengan standar pengamanan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

| Pasal 30

(1) Operasional SIORMAS dilakukan oleh operator yang memiliki kompetensi.

(2) Operator yang memiliki kompetensi sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(1) perlu didukung dengan peningkatan kualitas sumber dava manusia.

(3) Peningkatan kuF.litas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan melalui bimbingan teknis, sosialisasi, dan konsultasi.

(4) Operator sebagaimana dimaksud pada ayal (1) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

BAB VIII
PELAPORAN KEGIATAN
Pasal 31
(1) Ormas menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah

secara berkala atas:
|
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a. perkembangan Ormas; dan
b. pelaksanaan kegiatan Ormas.

(2) Laporan perkéembangan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dilaksanakan setiap mulai periode masa jabatan pengurus Ormas.

(3) Laporan pelaksanaan kegiatan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.

| Pasal 32
(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilaksanakan
melalui SIORMAS.
(2) Laporan kegiatan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat
(1) huruf b meliputi:
a. nama dan jenis kegiatan; dan
b. tempat dan waktu kegiatan; dan
c. hal-hal yang dianggap perlu

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 33
(1) Bupati mciakull-r.an pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan
Pemberdayaan Ormas di Daerah.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk :
a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyusunan program
pcmberda}'ailm Ormas;
b. meningkatkan kinerja pemberdayaan Ormas; dan/atau
C. mcningkatkq'n peran Ormas dalam pembangunan Daerah.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 34
(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilakukan

untuk mencegah:
“ [k



a. keberadaan dan kegiatan Ormas yang bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

b. berkembangnya Ormas yang mengganggu persatuan dan kesatuan
dalam kehitpupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

c. bagi Ormas dari luar Kabupaten yang akan melakukan kegiatan di
wilayah Kabupaten agar melaporkan keberadaanya pada Perangkat
Daerah. |

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
internal dan eksternal.

(3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh
pengawas internal Ormas yang berfungsi menegakkan kode e¢tik Ormas
dan memutuskan pemberian sanksi dalam internal organisasi sesuai
dengan AD/ART Ormas.

(4) Pengawasan ecksternal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan
oleh Tim Terpadu Pengawasan Ormas vang ditetapkan dengan keputusan
Bupati. |

|
Pasal 35

Ketentuan mengehai pengawasan terhadap Ormas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 34 bclriaku secara mutatis mutandis terhadap pengawasan ormas

asing.

Pasal 36

(1) Masyarakat dapat berperan dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan
Pemberdayaan Ormas yang dilakukan dalam bentuk pengaduan.

(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara
tertulis danfatflu tidak tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat
Daerah.

(3) Pengaduan Hebﬁgaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

a. subjek pengaduan;
b. objek pengaduan; dan

¢. materi pengaduan.

Pasal 37
Dalam hal hasil pengawasan oleh Bupati dan hasil pemeriksaan atas
pengaduan masyarakat ditemukan bukti yang mengarah pada ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), Bupati melaporkan kepada :
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a. menteri;

b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum
dan hak asasi manusia; dan/atau

c. penyidik kepolisian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

| Pasal 38

Dalam hal Ormas dikenai sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, Bupati menghentikan semua pemberian program
dan/atau bantuan pendanaan, dan/atau mencabut pemberian

penghargaan kepada Ormas yang bersangkutan.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 39
|

(1) Pembiayaan pemberdayaan Ormas dapat bersumber dari:

a. APBD;

b. Anggaran Ormas; dan/atau

c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian bantuan Ormas yang bersumber

dari APBD sebagaimana dimaksud pada avat (1) diatur dalam Peraturan

Bupati. |

Pasal 40

(1) Anggaran Drm_ba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b dapat
bersumber dari:
a. iuran anggc'lta;
b. bantuan/sumbangan masyarakat;
¢. hasil usaha'()rmas;
d. bantuan/sumbangan dari orang asing atau lembaga asing; dan

e. kegiatan lain yang sah menurut hukum.
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(2) Anggaran Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikelola
secara transparan dan akuntabel.
(3) Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) Urma]l&! menggunakan rekening pada bank nasional.
(4) Dalam hal Ormas menghimpun dan mengelola dana dari iuran anggota
szaksud pada ayat (1) huruf a, Ormas wajib membuat
laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan standar akuntansi

sebagaimana

secara umum atau sesual dengan AD/ART Ormas.

(5) Dalam hal Ormas menghimpun dan mengelola bantuan/sumbangan
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Ormas wajib
mengumumkan laporan keuangan kepada publik secara berkala.

(6) Sumber Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
huruf d dan huruf e, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF
| Pasal 41
(1) Ormas vang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
dan Pasal 13I dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
I
| BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1

(satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
|
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Pasal 43
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru
pada tanggal @ Desember 2023
BUPATRBARRU, 4 _

| —

ﬁ SUARPBI SALEH
Diundangkan di Barru
pada tanggal|$ Désember 2023

|
KRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2023 NOMOR &
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.05.114.23.
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PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR & TAHUN 2023

| TENTANG

PE&*BERDAYMN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan
pendapat serta memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya
secara individu ataupun kolektif untuk membangun masyarakat,
bangsa, dm‘l:t Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai perwujudan
hak asasi manusia. Pasal 28 J Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa dalam
menjalankan hak asasi dan kebebasannya secara individu maupun
kolektif, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lainnya dan
wajib tundJ.lk kepada pembatasan yang ditetapkan Undang-Undang
dengan maksud semata-mata untuk menjamin  pengakuan serta
penghurmath atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi
tuntutan vang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama,
keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.

Organisasi Kemasyarakatan dengan segala bentuknya hadir,
tumbuh d berkembang sejalan dengan sejarah perkembangan
kehidupan |bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya
Dinamika perkembangan Ormas dan perubahan sistem pemerintahan
membawa paradigma baru dalam tata kelola Ormas dalam kehidupan
bermasyarakalt, berbangsa, dan bernegara. Pertumbuhan jumlah Ormas,
sebaran dan jenis kegiatan Ormas dalam kehidupan demokrasi makin
menuntut peran, fungsi dan tanggung jawab Ormas untuk berpartisipasi
dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, serta
menjaga dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Peningkatan peran dan fungsi Ormas dalam
pembangunan memberi konsekuensi pentingnya membangun sistem
pengelolaan Ormas yang memenuhi kaidah Ormas yang sehat sebagai
organisasi nirlaba yang demokratis, profesional, mandiri, transparan,
dan akuntabel.
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Berciglsarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah
diubah t:lelngan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Penetapan |Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun
2013 tcntdng Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang
mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan
tanggungiawab dalam melakukan Pemberdayaan Ormas melalui
penguatan !kapasitas kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber
daya manusia. Selain pemberdayaan tersebut juga diatur mengenai
fasilitasi Kerja sama Ormas,Selanjutnya yang diatur dalam Peraturan
Daerah ini It#r:rdiri dari asas, ciri, dan sifat, bentuk dan fungsi, hak,
kewajiban dan larangan, pendaftaran, pemberdayaan Ormas, sistem
informasi, | pelaporan  kegiatan, pembinaan dan pengawasan,
penghargaan, pembiayaan, dan sanksi.

Eerda!sarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk

Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakat.,
|

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cuku[; jelas.
Pasal 2 '
Hurufa
Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah
t!nenernpaﬂ-:an hak dan kewajiban setiap orang secara
proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.
Huruf
Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di
dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak
an perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban
menjunjung tinggi hukum.
Huruf ¢
Yang dimaksud dengan “asas perlindungan terhadap hak
asasi manusia” adalah penyelenggaraan pemberdayaan
Ormas dilakukan dengan menjunjung tinggi perlindungan
tf:rhadap hak asasi manusia.
Huruf d
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' Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah
memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh
informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak
‘dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak
secara konstitusional.

Huruf= e
Yang  dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah
memaksimalkan pemberian pemberdayaan Ormas melalui
'penggunaﬂn sumber anggaran yang ada.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “asas efecktivitas” adalah
menentukan pencapaian tujuan dalam pemberdayaan

prmas secara tepat.

Huruf g

|
Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas”™ adalah bahwa

seliap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan
penyelenggaraan pemberdayaan Ormas harus dapat

ﬂjpertaﬂggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3 '

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup! jelas.

Pasal 5 [

Cukup jelas.

Pasal 6 |

Cukupljelas.

Pasal 7

|
Cukup jelas.

Pasal 8 i

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11 I

Cukup jelas.

Pasal 12
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Cukup jelas.
Pasal 13
Cuk u.lp jelas.
Pasal 14 |
Cukup jelas.
Pasal 15 |
Cukup jelas.
Pasal 16 |
Cukup jelas.
Pasal 17 |
Cuku? jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19 |
Cukull.} jelas.
Pasal 20 |
Cukupr jelas.
Pasal 21
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan frase “Ormas lainnya” merupakan
Ormas yang berada di dalam negeri maupun Ormas yang
éaerada di luar negeri, baik yang didirikan oleh Warga Negara
Indonesia maupun Warga Negara Asing.
Ayat (2)
cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat i,'f-‘lk
(Eiukup jelas.
Ayat (5]
éukup jelas.
Ayat [ﬁj
Ciukup jelas.

Ayat {?]i
Ciul-rup jelas.
Pasal 22
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Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24 |

CukuP jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cuku&_‘: jelas.

Pasal 28

Cukuﬁ jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31 |

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup!, jelas.

Pasal 35

Cukupj jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38 |

Cukup jelas.
i

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
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Hurulf b
|Cukup jelas.

Hurul ¢
'Yang dimaksud dengan frase “sumber lain yang sah dan
tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan” diantaranva pendanaan Tanggung Jawab Sosial

idan Lingkungan Perusahaan (TJSLP), lembaga donor dan
‘'sumber lainnya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.
Pasal 41 |

Cukuﬁ: jelas.
Pasal 42

Cukup jelas.
Pasal 43

Culup jelas.

TAMBAHAN LEM&AEAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 3%
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